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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPURBLIK INDONESIA

Nomor Kw.19.1/2/ 68 (2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NW ORONG T'ELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

d.

‘:Q

(&

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah  yang bermutu, perlu  memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan
hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai
dengan standar nasional pendidikan;

bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah
memenuhi persyaratan  administralf, eknis, dan
kelayakan yang telah ditetapkan; ~

. bahwa  berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b di alas, perlu
menctapkan  Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia tentang Pemberian lzin Operasional
Pendirian Madrasah Tsanawivah NW Orong Teln.

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik
Imdonesia Tabun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 wnlang Guru
dan Doscn (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomer
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) scbagaimana telah diubali dengan
Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Dleraluran Pemerintahh Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Naswonal
Pendidikan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 54105;

4, Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembarin Negara
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambaban
Lembaran Hegara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941}

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan

Republik  Indonesia Tahun 2010  Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Untuk Sckolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah
‘Menengaly - Pertama/Madrssah -~ Tsanawiyah,  dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

0. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Mimimal
Pendidikan «i Xabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudaynan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomar 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan  Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008
tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Swndar Isé
Pendidixan Agama lslam dan Bahasa Arab di
Modrasah;

11, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan
Agama [slam pada Sekolah (Berita Negarn Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

12, Peraturan,



KESATU

KEDUA

KETIGA

Menten Agams Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
lslam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 684);

12. Peraturan Menterl Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382),

MEMUTUSKAN :

¢ KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NW ORONG TELU,

¢ Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada

madrasah scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisabkan dari Keputusan ini.

! Bagl Madmsah Tsanawiyah, setelah jangka waktu 4

(m?:u tahun, Kepala Madrasali yang bersangkutan

wajib :

a. menyampaikan laporan  perkembangan modrasah
kepada Kepaln Kantor Kementerian Agama yang
memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta
didik, pelaksanaan  kurkulum, pelaksanaan
pemenuhan  standar  samana prasarana,  dan
pelaksanansn pemenuhan standar pendadik dan tenaga
kependidikan; dan/atau

b. mengajukan pendaftaran visitasd akreditasi
sckolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuni Ketentuan
peraturan perundang-undangan.,

: Dalam  bal perkembangan madrasah  sebagaimans

dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggarann pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin
operanional sebagnimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

KEEMPAT. ..



KEEMPAT * Dalam  hal perkembangan madmsah  scbagaimana
dimoaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggarnan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebaguimana dimaksud Dikum
Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C,
maka fzin operasional sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu dicabut,

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggel ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 April 2015

IAN AGAMA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR Kw.19.1/2/ @8 /2015
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NW ORONG TELU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 | Nama Madrasah MTs NW Orong Telu

2 | Nomor Statistik Madrasah 12125 7

3 | Alamat Madrasah Dusun Harapan Jayn
Desa/Kelurahan Senawang
Kecamatan Orvong Telu
Kabupaten Sumbawa
Provinat Nusa Tenggars Barat

4 | Nama Organisasi Penyelenggarn | Yayasan Pondok Pesantren

Nahdiatul Wathan Padasuka

Drs. Joko Derpo Yuwono; Nomor -
528, Tanggal 18 Desember 2013

Nomor AHU-882AH.01.04 Tahun
2014, Tanggal 11 Pebruan 2014

AGAMA RI
OR WILAYAH KEME
TENGGARA BARAT

RIAN AGAMA




